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Corruption and money laundering are interrelated economic crimes that
continue to pose a serious problem in Indonesia, particularly in the
government procurement sector for goods and services, which is
vulnerable to abuse of power. This study aims to analyze the causes,
mechanisms, and impacts of corruption and money laundering in
government project procurement, using the alleged corruption case
involving the Regent of Pekalongan as a case study. The method used is
a descriptive qualitative approach with a case study design, employing
documentation and literature review techniques, as well as data analysis
using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model. The results
indicate that corruption occurs due to weak oversight systems, low
transparency, conflicts of interest, and weak law enforcement. The
corruption mechanism involves intervention in the tender process and
the channelling of funds through affiliated companies, which is then
followed by money laundering practices through the stages of placement,
layering, and integration. The resulting impacts are not only financial
losses to the state but also reduced economic efficiency, weakened
investment, and disruption of financial system stability. Thus, it can be
concluded that corruption and money laundering have a close causal
relationship and require integrated eradication efforts through
institutional ~ strengthening, transparency, and consistent law
enforcement.
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Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan
kejahatan ekonomi yang saling berkaitan dan terus menjadi
permasalahan serius di Indonesia, khususnya dalam sektor
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang rentan terhadap
penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis faktor penyebab, mekanisme, serta dampak
korupsi dan TPPU dalam pengadaan proyek pemerintah dengan
studi kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan. Metode yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan
desain studi kasus, melalui teknik studi dokumentasi dan studi
pustaka, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles,
Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
korupsi terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya

transparansi, konflik kepentingan, serta lemahnya penegakan
hukum. Mekanisme korupsi melibatkan intervensi dalam proses
tender dan pengaliran dana melalui perusahaan terafiliasi, yang
kemudian dilanjutkan dengan praktik pencucian uang melalui
tahapan placement, layering, dan integration. Dampak yang

Website: . . ; .
httpsyidm.or.id/|SER finde ditimbulkan t1.dz'1k }}anya beru'pa kerugian negara, teta-p1 juga
x.php/JSER penurunan efisiensi ekonomi, melemahnya investasi, serta
terganggunya stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa korupsi dan TPPU memiliki
hubungan kausal yang erat dan memerlukan upaya
pemberantasan  yang  terintegrasi melalui = penguatan
kelembagaan, transparansi, dan penegakan hukum van
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PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang
hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena dampaknya
yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun sosial.
Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak
sistem pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat
pembangunan nasional yang berkelanjutan (Pirade et al, 2025). Dalam konteks
pemerintahan daerah, korupsi sering kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan
wewenang, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai
anggaran besar serta melibatkan interaksi antara pejabat publik dan pihak swasta
(Mawei et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi bersifat
sederhana, melainkan telah berkembang menjadi praktik yang lebih sistematis dan
melibatkan jaringan kepentingan tertentu.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, praktik korupsi juga
semakin erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang
merupakan proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta
kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari
sumber yang sah (Cumbrandika et al., 2024). Dalam praktiknya, pelaku korupsi tidak
langsung menggunakan hasil kejahatannya, tetapi terlebih dahulu memprosesnya
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melalui berbagai mekanisme keuangan, seperti transfer antar rekening, penggunaan
pihak ketiga, hingga pembelian aset (Mahful et al., 2026). Proses ini dilakukan secara
bertahap untuk menghilangkan jejak asal-usul dana sehingga sulit dilacak oleh aparat
penegak hukum. Oleh karena itu, korupsi dan pencucian uang merupakan dua
kejahatan yang saling berkaitan dan hampir selalu muncul secara bersamaan dalam
praktiknya (Puanandini et al., 2023).

Keterkaitan tersebut juga terlihat dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa
dana hasil kejahatan, termasuk korupsi, sering dialirkan melalui sistem keuangan untuk
menyamarkan asal-usulnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh
Marbun et al., (2023) yang menyebutkan bahwa dana hasil tindak pidana umumnya
dialirkan melalui sektor perbankan untuk menghindari pelacakan. Dalam beberapa
kasus, dana tersebut juga diputar melalui rekening pihak lain, termasuk keluarga, untuk
menghindari deteksi, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Mahful et al. (2026). Hal
ini menunjukkan bahwa pencucian uang tidak hanya melibatkan sistem keuangan
formal, tetapi juga memanfaatkan hubungan sosial untuk menyembunyikan aliran
dana. Kondisi ini membuat penegakan hukum menjadi semakin kompleks, karena
aparat tidak hanya harus membuktikan tindak pidana korupsi, tetapi juga menelusuri
aliran dana yang telah disamarkan.

Kalau dilihat dari kondisi nyata di lapangan, perkembangan kasus korupsi di Indonesia
dalam beberapa tahun terakhir bisa dilihat dari tren penindakan yang dicatat oleh
Indonesia Corruption Watch (ICW).

Tabel 1. Tren Penindakan Korupsi dan Kerugian Negara di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun Jumlah Kasus Jumlah Tersangka Kerugian Negara
(Kasus) (Orang) (Rp Triliun)
2020 444 875 18,6
2021 533 1.173 294
2022 579 1.396 42,7
2023 791 1.695 28,4
2024 364 888 279,9

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2025

“Jika dilihat dari Tabel 1, terdapat pola yang cukup menarik antara jumlah kasus, jumlah
tersangka, dan nilai kerugian negara. Dari tahun 2020 hingga 2023, jumlah kasus korupsi
cenderung meningkat, dari 444 kasus menjadi 791 kasus. Hal yang sama juga terjadi
pada jumlah tersangka yang meningkat dari 875 orang menjadi 1.695 orang. Namun,
pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 364 kasus dan 888 tersangka.
Secara sekilas, penurunan ini bisa saja diartikan sebagai perbaikan kondisi, tetapi jika
dilihat lebih dalam, hal tersebut belum tentu menunjukkan bahwa praktik korupsi
benar-benar menurun.

Justru yang menjadi perhatian adalah nilai kerugian negara yang mengalami lonjakan
sangat besar. Pada tahun 2023, kerugian negara tercatat sebesar Rp28,4 triliun, namun
pada tahun 2024 melonjak drastis menjadi Rp279,9 triliun. Artinya, terjadi peningkatan
sekitar Rp251,5 triliun atau hampir sembilan kali lipat hanya dalam satu tahun. Kondisi
ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus menurun, skala kerugian yang
ditimbulkan justru semakin besar. Dengan kata lain, kasus yang terungkap
kemungkinan lebih sedikit, tetapi memiliki nilai kerugian yang jauh lebih besar dan
kompleks.

Lonjakan ini tidak terjadi tanpa sebab. Berdasarkan analisis ICW, peningkatan drastis
pada tahun 2024 sebagian besar dipengaruhi oleh satu kasus besar di sektor
pertambangan, yaitu kasus tata niaga komoditas timah yang menyebabkan kerugian
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negara sekitar Rp271 triliun. Jika kasus tersebut dikeluarkan dari perhitungan, maka
total kerugian negara dari kasus lainnya hanya sekitar Rp8,8 triliun. Hal ini
menunjukkan bahwa satu kasus besar dapat sangat mempengaruhi gambaran
keseluruhan kerugian negara, sekaligus memperlihatkan bahwa korupsi di sektor
strategis memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian.
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Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Tahun 2020-2025
Sumber: Transparency International Indonesia, 2025

Jika dikaitkan dengan Gambar 1 mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia
tahun 2020-2025, terlihat bahwa skor Indonesia cenderung stagnan di angka yang relatif
rendah. Skor IPK berada di angka 37 pada tahun 2020, naik menjadi 38 pada tahun 2021,
kemudian turun ke angka 34 pada tahun 2022 dan tetap di angka yang sama pada tahun
2023. Pada tahun 2024 sempat meningkat ke angka 37, namun kembali turun menjadi 34
pada tahun 2025. Perlu diketahui bahwa skor IPK berada pada skala 0-100, di mana
semakin mendekati 100 berarti semakin bersih dari korupsi, sedangkan mendekati 0
berarti semakin korupsi.

Jika dilihat dari pola tersebut, skor Indonesia yang berada di kisaran 34-38
menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih tergolong cukup tinggi dan belum
mengalami perbaikan yang signifikan. Bahkan, fluktuasi yang terjadi menunjukkan
bahwa upaya pemberantasan korupsi belum stabil dan masih mengalami naik turun.
Ketika dikaitkan dengan data kerugian negara yang melonjak tajam pada tahun 2024,
hal ini memperkuat bahwa meskipun jumlah kasus yang ditangani menurun, persepsi
terhadap korupsi di Indonesia masih buruk. Artinya, masyarakat dan dunia
internasional masih melihat bahwa praktik korupsi di Indonesia belum terkendali
dengan baik.

Di sisi lain, perkembangan tindak pidana pencucian uang juga menunjukkan angka
yang sangat besar. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2025 terdapat sebanyak 43.723.386 laporan
transaksi keuangan yang diterima, termasuk di dalamnya Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (LTKM), yaitu laporan yang menunjukkan adanya indikasi transaksi
yang tidak wajar dan berpotensi terkait dengan tindak pidana. Selain itu, PPATK juga
menyampaikan kepada penyidik sebanyak 302 Hasil Analisis (HA), 3 Hasil Pemeriksaan
(HP), dan 68 informasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang
yang berasal dari korupsi, dengan nilai transaksi mencapai Rp180,87 triliun (PPATK,
2026).

Besarnya jumlah laporan dan nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa praktik
pencucian uang di Indonesia memiliki skala yang sangat besar dan kompleks. Hal ini
memperkuat bahwa korupsi tidak berhenti pada tindakan penyalahgunaan wewenang,
tetapi berlanjut pada upaya untuk menyembunyikan hasil kejahatan melalui berbagai
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mekanisme keuangan. Dengan kata lain, pencucian uang menjadi “lanjutan” dari
korupsi yang bertujuan untuk mengamankan hasil kejahatan agar tidak terlacak.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik juga semakin tertuju pada berbagai
kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan
adalah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan terkait
pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah daerah. Kasus ini mencuat
setelah adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian proyek kepada
perusahaan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan keluarga pejabat tersebut.
Berdasarkan berbagai laporan, nilai proyek yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar
Rp46 miliar, dengan dugaan aliran dana sekitar Rp19 miliar kepada pihak-pihak yang
terkait. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan serta
penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah.

Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana kekuasaan
dapat digunakan untuk mengendalikan akses terhadap proyek-proyek pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel
justru menjadi celah bagi praktik korupsi. Selain itu, apabila dana hasil korupsi tersebut
dialihkan melalui berbagai transaksi keuangan untuk menyamarkan asal-usulnya, maka
tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Dengan
demikian, kasus Bupati Pekalongan tidak hanya mencerminkan praktik korupsi, tetapi
juga menunjukkan adanya potensi keterkaitan dengan pencucian uang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi dan pencucian uang
merupakan dua kejahatan yang saling berkaitan dan memiliki dampak besar terhadap
perekonomian serta tata kelola pemerintahan. Tingginya nilai kerugian negara serta
besarnya aktivitas pencucian uang menunjukkan bahwa permasalahan ini masih
menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penyebab terjadinya korupsi, upaya pencegahannya, serta dampaknya terhadap
perekonomian, dengan fokus pada keterkaitan antara korupsi dan pencucian uang
melalui studi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apa saja faktor-faktor penyebab
terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan
proyek pemerintah yang melibatkan Bupati Pekalongan? 2. Bagaimana upaya
pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam
kasus Bupati Pekalongan? 3. Bagaimana dampak tindak pidana korupsi dan pencucian
uang dalam kasus Bupati Pekalongan terhadap perekonomian?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis faktor-
faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam
pengadaan proyek pemerintah pada kasus Bupati Pekalongan. 2. Untuk menganalisis
upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dan pencucian uang
dalam kasus Bupati Pekalongan. 3. Untuk menganalisis dampak tindak pidana korupsi
dan pencucian uang dalam kasus Bupati Pekalongan terhadap perekonomian, baik
secara mikro maupun makro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan desain studi kasus
(case study). Pendekatan ini di pilih karena fenomena korupsi dan tindak pidana
pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan outsourcing di Kabupaten Pekalongan bersifat
kontekstual dan melibatkan dinamika kekuasaan yang tidak dapat dikuantifikasi secara
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sederhana. Objek pada penelitian ini adalah kasus dugaan korupsi dan TPPU yang
menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK
pada 3 Maret 2026, dengan lingkup kasus mencakup aliran dana Rp 46 miliar melalui
PT. Raja Nusantara Berjaya (PT. RNB) kepada 21 instansi pemerintah daerah.

Data penelitian ini bersumber dari dua jenis sumber. Data Primer diperoleh dari
dokumen resmi lembaga berwenang, yaitu konferensi pers KPK (4 Maret 2026) dan hasil
penelusuran aliran dana PPATK yang bersifat publik. Data Sekunder mencakup laporan
Tren Korupsi ICW (2025), Buletin Statistik APUPPT PPATK Edisi Agustus 2025, dat
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparency International tahun 2020-2025, serta literatur
akademis yang relevan dengan korupsi pengadaan ekonomi kriminal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumentasi dan Studi
Pustaka. Studi Dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah
dokumen resmi serta pemberitaan media kredibel yang ter verifikasi, sedangkan Studi
Pustaka digunakan untuk membangun kerangka analisis teoritis berbasis Fraud Traingel,
teori Principal-Agent, dan mekanisme TPPU (Placement, Layering, Integration). Unit
analisis ditetapkan secara Purposive, terdiri atas: (1) Kasus korupsi TPPU Pekalongan
2023-2026 sebagai unit utama; (2) PT RNB sebagai entitas pengadaan; dan (3) 21 Instansi
pemerintah daerah sebagai unit pendukung pemetaan penyimpangan.

Analisis Data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldafa
(2020) yang meliputi Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan
secara Induktif. Data dikondensasi berdasarkan tiga rumusan masalah, lalu disajikan
dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel, kemudian ditarik kesimpulan dari fakta-fakta
spesifik kasus menuju generalisasi konseptual mengenai pola korupsi pengadaan dan
mekanisme pencucian uang.

Keabsahan data dijamin melalui Triangulasi Sumber, yakni membandingkan informasi
dari KPK, PPATK, ICW, dan Transparency International secara silang untuk
mengkonfirmasi konsistensi fakta; Triangulasi Metode, yakni mengonfirmasi hasil studi
dokumentasi dengan temuan-temuan akademis dalam tinjauan pustaka; serta Audit
Trail yang sistematis dengan mencatat sumber, tanggal penerbitan, dan lembaga
penerbit setiap data agar di proses analisis dapat ditelusuri secara transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 3 Maret 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati
Pekalongan, Fadia Arafiq. Berdasarkan konferensi pers resmi KPK pada 4 Maret 2026,
yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi
pengadaan jasa outsourcing dan proyek pemerintah lainnya pada periode 2023-2026,
serta dugaan tindak pidana pencucian uang.

Penyelidikan mengungkap adanya pola komunikasi internal yang menunjukkan
pengelolaan dana secara terstruktur dan berulang di luar tujuan anggaran resmi.
Sumber aliran dana dalam kasus ini berasal dari proyek-proyek yang dimenangkan oleh
PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB), perusahaan yang tercatat terafiliasi dengan
keluarga kepala daerah.

Berdasarkan data penyelidikan KPK, PT RNB tercatat memperoleh proyek pengadaan
di sedikitnya tujuh belas perangkat daerah (dinas), tiga Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD), serta satu kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Rincian instansi penerima proyek tersebut disajikan dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Sebaran Instansi Penerima Proyek PT RNB di Kabupaten Pekalongan (2023-2026)

Instansi Penerima Proyek Jumlah Unit
Perangkat Daerah (Dinas) 17 unit
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 3 unit
Kecamatan 1 unit
Total 21 unit

Sumber: (Konferensi Pers KPK, 4 Maret 2026)

Selama periode 2023-2026, total dana yang masuk ke rekening PT RNB berdasarkan
penelusuran KPK dan PPATK mencapai Rp46 miliar. Distribusi penggunaan dana
tersebut tercatat sebagai berikut.

Tabel 3. Distribusi Penggunaan Dana PT RNB Periode 2023-2026

Keterangan Penggunaan Dana Jumlah
Digunakan untuk kebutuhan operasional Rp22 miliar
Dialokasikan kepada pihak keluarga Rp16 miliar
Ditarik secara tunai Rp3 miliar
Dana yang belum dirinci Rp5 miliar
Total dana masuk ke rekening PT RNB Rp46 miliar

Sumber: (Konferensi Pers KPK, 4 Maret 2026)

Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan

Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, terdapat tiga bentuk penyalahgunaan
kewenangan yang teridentifikasi dalam kasus ini. Pertama, terdapat pengarahan kepada
perangkat daerah meliputi dinas, RSUD, dan kecamatan untuk memenangkan PT RNB
dalam proses tender, meskipun terdapat penawaran dari pihak lain.

Kedua, struktur PT RNB melibatkan anggota keluarga kepala daerah serta pihak-pihak
yang memiliki kedekatan personal maupun politik dengan Bupati Pekalongan, sehingga
tercatat adanya konflik kepentingan dalam proses pengadaan.

Ketiga, berdasarkan penelusuran PPATK, sebagian dana yang bersumber dari kontrak
pemerintah tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan operasional, melainkan
tercatat dialokasikan kepada pihak keluarga sebesar Rp16 miliar serta ditarik secara
tunai sebesar Rp3 miliar.

Mekanisme Korupsi dalam Pengadaan Proyek Pemerintah

Berdasarkan hasil penyelidikan, penyimpangan dalam proses pengadaan tercatat
berlangsung di seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga distribusi dana. Pada
tahap perencanaan, terdapat penguasaan informasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang
kemudian dimanfaatkan untuk menyusun penawaran pada kisaran tertentu.

Pada tahap seleksi, terdapat intervensi terhadap panitia pengadaan sehingga sistem e-
procurement yang seharusnya berjalan secara independen tidak berfungsi sebagaimana
mestinya. Keterlibatan pihak perantara dan orang kepercayaan dalam struktur PT RNB
juga tercatat dalam hasil penyelidikan. Pada tahap distribusi dana, sebagian hasil
kontrak tidak digunakan sesuai tujuan kontraktual sebagaimana telah diuraikan pada
Tabel 2.
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Tabel 4. Temuan Penyelidikan per Tahapan Pengadaan

Tahap Pengadaan Temuan Penyelidikan

Perencanaan Penguasaan informasi HPS; penawaran disusun pada kisaran
tertentu

Seleksi/ Tender Intervensi terhadap panitia pengadaan; sistem e-procurement tidak
berjalan independen

Pelaksanaan PT RNB memperoleh proyek di 21 instansi selama periode 2023-2026

Distribusi Dana Sebagian dana dialokasikan di luar tujuan kontraktual; terdapat

penarikan tunai Rp3 miliar

Proses Pencucian Uang dari Hasil Korupsi

Dalam penanganan perkara ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) dilibatkan untuk menelusuri aliran dana yang berhubungan dengan dugaan
tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hasil penelusuran PPATK, dana dari kontrak pemerintah masuk ke
rekening PT RNB dan tercatat sebagai pembayaran atas kontrak outsourcing.
Selanjutnya, dana tersebut tercatat dialihkan kepada pihak keluarga, ditarik secara
tunai, serta diduga dikonversikan ke berbagai bentuk aset. Pola transaksi yang
teridentifikasi dalam kasus ini tercatat mencakup tiga tahapan sebagaimana disajikan
pada Tabel 5.

Tabel 5. Pola Transaksi Dugaan TPPU Berdasarkan Penelusuran PPATK (2026)

Tahapan Mekanisme yang Teridentifikasi
(Berdasarkan Penelusuran PPATK)

Placement Dana kontrak pemerintah masuk ke rekening PT RNB, tercatat
sebagai pembayaran outsourcing resmi

Layering Dana dialihkan kepada pihak keluarga; sebagian ditarik tunai;
sebagian diduga dikonversikan ke berbagai bentuk aset

Integration Aset hasil konversi tercatat atas nama pihak-pihak terkait
dengan kepala daerah

Penyebab Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia

Terkait korupsi, berdasarkan data tren korupsi tahun 2020-2024, terlihat bahwa
perkembangan kasus korupsi menunjukkan pola yang fluktuatif. Jumlah kasus dan
tersangka mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada
tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2024 justru tercatat sebagai periode dengan
tingkat kerugian negara tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini
menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas terjadi penurunan, dari sisi dampak
kerugian yang ditimbulkan, praktik korupsi justru mengalami peningkatan yang
signifikan.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor struktural yang
berkontribusi terhadap masih maraknya praktik korupsi di Indonesia. Permasalahan ini
bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan,
meliputi kelemahan dalam sistem pengawasan, rendahnya transparansi tata kelola
pemerintahan, lemahnya integritas individu, serta belum optimalnya efektivitas
penegakan hukum (Juwita & Yoserizal, 2025). Bagian ini akan menguraikan setiap faktor
secara mendalam untuk menelusuri akar permasalahan sekaligus menganalisis peran
masing-masing aspek dalam memperparah praktik korupsi di Indonesia.
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1. Lemahnya Sistem Pengawasan
Lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi faktor
utama maraknya korupsi. Pengawasan internal yang cenderung administratif serta
minimnya transparansi membatasi efektivitas pengendalian dan partisipasi publik.
Sementara itu, pengawasan eksternal masih menghadapi kendala sumber daya dan
tekanan politik, sehingga belum optimal dalam mencegah terjadinya korupsi.

2. Rendahnya Transparansi dalam Pemerintahan
Transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam upaya pencegahan
korupsi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak instansi pemerintah di Indonesia
yang belum menerapkan keterbukaan secara optimal, khususnya dalam pengelolaan
informasi terkait anggaran, pelaksanaan proyek pembangunan, serta kebijakan
publik lainnya. Keterbatasan akses informasi tersebut pada akhirnya menciptakan
peluang terjadinya penyimpangan, termasuk praktik kolusi dan nepotisme di
berbagai sektor.

3. Kurangnya Integritas Individu
Minimnya kesadaran terhadap nilai-nilai integritas dalam menjalankan fungsi publik
menjadi salah satu faktor yang mendorong individu untuk melakukan
penyimpangan. Hal ini memicu munculnya praktik korupsi yang bertujuan
memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat dari masih adanya putusan yang
ringan serta proses peradilan yang rentan terhadap intervensi politik dan praktik
suap, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, proses hukum
yang berlarut-larut serta ketidakseimbangan antara vonis dan besarnya kerugian
negara semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kondisi
ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya efektif dalam
memberikan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelaku korupsi.

Korupsi tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga dapat memicu
berbagai bentuk kejahatan lain. Salah satu kejahatan yang sering berkaitan dengan hasil
tindak pidana korupsi adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Data yang dirilis
oleh PPATK menunjukkan tingginya jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan
serta besarnya nilai transaksi yang terindikasi berkaitan dengan tindak pidana korupsi
dan pencucian uang.

Sepanjang tahun 2025, tercatat ratusan hasil analisis, pemeriksaan, dan informasi
tambahan dengan nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah, yang mencerminkan
bahwa praktik pencucian uang semakin meluas dan kompleks. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa pencucian uang tidak hanya terjadi secara insidental,
melainkan didukung oleh berbagai faktor yang memungkinkan praktik tersebut terus
berkembang.

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pencucian uang di
Indonesia antara lain berkaitan dengan aspek regulasi, penegakan hukum, globalisasi,
serta perkembangan teknologi. Menurut Burhanudin Gesi dalam Rininta dan Hartanto
(2021) terdapat beberapa penyebab maraknya kasus pencucian uang di Indonesia.

1. Penerapan rezim devisa bebas
Penerapan ini memberikan keleluasaan bagi setiap individu untuk memiliki dan
menggunakan devisa tanpa kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank
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Indonesia, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dalam aktivitas
keuangan ilegal.

2. Lemahnya Penegakan Hukum
Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum
turut menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya pencucian uang.

3. Globalisasi Sektor Keuangan
Globalisasi di sektor jasa keuangan sebagai akibat dari liberalisasi telah menciptakan
sistem pasar keuangan yang semakin terbuka, sehingga dapat dimanfaatkan oleh
pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana.

4. Kemajuan teknologi informasi
Kemajuan khususnya melalui penggunaan internet, juga memungkinkan kejahatan
terorganisasi dilakukan secara lintas negara dengan lebih mudah, yang pada
akhirnya membuat praktik pencucian uang semakin sulit dideteksi.

Tingginya angka transaksi mencurigakan sebagaimana ditunjukkan dalam data PPATK
tidak terlepas dari kombinasi berbagai faktor tersebut, yang secara bersama-sama
mendorong meningkatnya praktik pencucian uang yang berkaitan erat dengan tindak
pidana korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa maraknya
korupsi dan pencucian uang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan,
baik dari aspek sistem, penegakan hukum, maupun perkembangan global dan
teknologi.

Dampak Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap
Perekonomian

Korupsi tidak hanya masalah moral atau hukum, tetapi juga berdampak besar pada
ekonomi. Praktik ini menyebabkan penyalahgunaan sumber daya, menurunkan
efisiensi, dan melemahkan kualitas layanan publik. Dampaknya terlihat pada
pemborosan anggaran, turunnya investasi, dan rendahnya daya saing karena dana
diselewengkan sehingga biaya pembangunan meningkat dan kualitas infrastruktur
menurun. Selain itu, korupsi merusak iklim investasi akibat ketidakpastian hukum dan
biaya tambahan ilegal, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi
lapangan kerja, dan memperlebar kesenjangan sosial (Arifin, 2022).

Berdasarkan kajian yang dihimpun oleh Arifin (2022) dijelaskan beberapa bentuk
kerugian ekonomi yang muncul akibat praktik korupsi, antara lain sebagai berikut:

1. Menurunnya Efisiensi Ekonomi
Korupsi menurunkan efisiensi ekonomi karena menyebabkan penyimpangan alokasi
sumber daya dan mekanisme pasar, sehingga penggunaan sumber daya menjadi
tidak optimal dan boros. Hal ini menimbulkan distorsi pasar dan menurunkan
kualitas pembangunan.

2. Penurunan Investasi
Korupsi menurunkan minat investor karena meningkatkan ketidakpastian hukum,
biaya tambahan dari suap, dan risiko usaha. Hal ini menghambat masuknya investasi
yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Dampak terhadap Masyarakat
Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan
masyarakat karena mengurangi efektivitas program sosial dan investasi publik.
Pengalihan dana dari proyek dan layanan publik ke kepentingan pribadi
menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Dampaknya terlihat pada menurunnya
kualitas layanan publik serta meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, karena
dana tidak digunakan secara optimal.
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4. Dampak Ekonomi Makro: Penurunan Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan alokasi sumber
daya tidak efisien, berkurangnya investasi, dan rendahnya kualitas pembangunan.
Praktik seperti suap dan nepotisme menurunkan produktivitas serta menghasilkan
infrastruktur yang kurang berkualitas. Selain itu, meningkatnya ketidakpastian dan
risiko usaha menghambat investasi, sementara pengalihan anggaran dari sektor
penting seperti kesehatan dan pendidikan menurunkan kualitas sumber daya
manusia. Akibatnya, korupsi menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan
ekonomi.

Dampak lain yang dihasilkan dari adanya korupsi terhadap perekonomian menurut
penelitian yang dilakukan oleh Budi et al., (2025) adalah sebagai berikut:

1. Memburuknya Kualitas Barang dan Jasa Publik
Korupsi menurunkan kualitas barang dan layanan publik, terutama dalam proyek
infrastruktur. Penyalahgunaan anggaran membuat dana pembangunan berkurang
sehingga pelaksana proyek menggunakan material lebih murah dan berkualitas
rendah. Akibatnya, infrastruktur seperti jalan dan jembatan cepat rusak dan tidak
berfungsi optimal, sehingga masyarakat dirugikan dan biaya perbaikan meningkat.

2. Kebocoran Penerimaan Negara dari Sektor Pajak
Korupsi menyebabkan kebocoran penerimaan negara, terutama di sektor perpajakan.
Praktik suap antara wajib pajak dan aparat membuat kewajiban pajak dapat
dihindari atau dikurangi, sehingga pendapatan negara tidak optimal. Akibatnya,
negara mengalami kerugian fiskal dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan
publik ikut melemabh.

3. Meningkatnya Ketergantungan pada Utang Negara

Korupsi mendorong meningkatnya ketergantungan pemerintah pada utang negara.
Ketika penerimaan negara menurun akibat kebocoran fiskal, pemerintah menutup
defisit anggaran melalui pinjaman. Namun, dana utang tersebut sering tidak
digunakan secara efektif karena masih terjadi penyalahgunaan. Kondisi ini
menciptakan siklus ketergantungan fiskal yang terus berulang dan membebani
APBN dalam jangka panjang. Wijayanti dan Firmansyah (2023) juga menemukan
adanya hubungan yang kuat antara korupsi dalam pengelolaan anggaran dan
meningkatnya rasio utang negara.

Korupsi tidak hanya berdampak pada beban fiskal negara, tetapi juga berkaitan dengan
kejahatan ekonomi lain, seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tindak pidana
pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan ekonomi yang berdampak negatif
terhadap stabilitas perekonomian dan aktivitas bisnis suatu negara. Meskipun tidak
selalu menimbulkan korban secara langsung, praktik ini dapat menyebabkan berbagai
kerugian ekonomi, baik pada tingkat mikro maupun makro.

Dalam kajian yang dihimpun oleh Supriyo dan Suwardi (2020), dijelaskan oleh John
McDowell dan Gary Novis berbagai dampak tindak pidana pencucian uang terhadap
sektor ekonomi dan dunia bisnis. Mereka menjelaskan bahwa dampak-dampak tersebut
meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Merongrong Sektor Bisnis Swasta yang Sah
Pencucian uang melemahkan bisnis legal karena pelaku menggunakan front company
untuk mencampur dana ilegal dengan dana sah. Dengan modal besar, mereka dapat
menjual produk di bawah harga pasar sehingga usaha legal kalah bersaing dan
berisiko merugi hingga gulung tikar.
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2. Merusak Integritas Pasar Keuangan
Pencucian uang dapat merusak integritas lembaga dan pasar keuangan karena
masuknya dana ilegal dalam jumlah besar berisiko menimbulkan masalah likuiditas.
Dana tersebut juga dapat dipindahkan secara tiba-tiba, sehingga mengganggu
stabilitas lembaga keuangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
sistem keuangan.

3. Hilangnya Kendali Pemerintah terhadap Kebijakan Ekonomi
TPPU mengganggu efektivitas kebijakan ekonomi karena aliran dana ilegal yang
tidak terdeteksi dapat memengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan permintaan uang.
Perpindahan dana ke negara dengan pengawasan lemah juga meningkatkan
volatilitas arus modal, sehingga pemerintah sulit mengendalikan kebijakan ekonomi.

4. Menimbulkan Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi
Pencucian uang menyebabkan distorsi ekonomi karena investasi tidak didasarkan
pada efisiensi atau produktivitas, melainkan untuk menyamarkan dana ilegal. Hal
ini mengganggu alokasi sumber daya dan berpotensi menghambat pertumbuhan
ekonomi.

Korupsi dan TPPU sama-sama memberikan dampak luas terhadap perekonomian,
mulai dari menurunnya efisiensi, melemahnya investasi, hingga terganggunya stabilitas
sistem keuangan. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan keduanya penting untuk
menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Upaya Pencegahan dan Perbaikan Sistem dalam Pemberantasan Korupsi dan Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jawa et al.,, (2024), penegakan hukum tindak
pidana korupsi di Indonesia dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M.
Friedman yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari
aspek struktur hukum, Indonesia telah memiliki lembaga seperti KPK, kepolisian, dan
kejaksaan, namun masih terdapat masalah koordinasi yang membuat penanganan kasus
korupsi kurang efektif. Pada aspek substansi hukum, meskipun telah terdapat UU
Tipikor yang menjadi dasar hukum kuat, implementasinya masih lemah karena adanya
celah aturan yang dapat dimanfaatkan pelaku korupsi.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat sikap permisif masyarakat
terhadap korupsi serta rendahnya kepercayaan terhadap penegak hukum, yang
menghambat upaya pemberantasan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu
dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan kelembagaan, perbaikan regulasi,
serta perubahan budaya hukum dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk
mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Terkait upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pemerintah
menerapkan pendekatan follow the money. Pendekatan ini berfokus pada pelacakan
aliran dana untuk mengidentifikasi asal-usul aset yang diduga berasal dari kegiatan
ilegal. Dalam praktiknya, metode ini membantu aparat penegak hukum menelusuri
transaksi keuangan mencurigakan, baik yang tersimpan dalam rekening, properti,
maupun aset lainnya (Yofiza dkk., 2025). Akan tetapi, Dowongi (2024) menjelaskan
bahwa penerapan pendekatan ini menghadapi tantangan, seperti kompleksitas jaringan
kejahatan dan upaya pelaku menyamarkan aset melalui pihak ketiga atau struktur
kepemilikan yang rumit. Karena itu, diperlukan sinergi kuat antara PPATK dan aparat
penegak hukum.
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Penegakan hukum yang efektif membutuhkan koordinasi, pertukaran informasi, dan
pemanfaatan teknologi untuk melacak transaksi serta mengidentifikasi beneficial owner.
Jika optimal, pendekatan follow the money dapat mengungkap TPPU sekaligus memberi
kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat (Yofiza dkk., 2025). Dengan demikian,
pemberantasan korupsi dan TPPU perlu dilakukan secara terintegrasi melalui
penguatan lembaga, perbaikan hukum, dan budaya hukum yang berintegritas. Sinergi
aparat penegak hukum dan PPATK, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan follow the
money menjadi kunci efektivitas, didukung partisipasi masyarakat untuk mewujudkan
sistem hukum yang transparan dan akuntabel.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan
Bupati Pekalongan menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam
pengadaan proyek pemerintah yang dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan
jabatan dan kedekatan relasi. Proses pengadaan yang seharusnya berjalan secara
transparan dan kompetitif justru diarahkan untuk memenangkan perusahaan yang
terafiliasi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan penyimpangan dalam
penggunaan anggaran.

Selain itu, praktik korupsi dalam kasus ini tidak berhenti pada penyalahgunaan
wewenang, tetapi berlanjut pada upaya menyembunyikan hasil kejahatan melalui
pencucian uang. Aliran dana yang berasal dari proyek pemerintah dialihkan melalui
berbagai cara, seperti pemindahan ke pihak keluarga, penarikan tunai, dan pengubahan
dalam bentuk aset, sehingga asal-usul dana menjadi sulit dilacak. Hal ini menunjukkan
bahwa pencucian uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik korupsi.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga
melemahkan kepercayaan masyarakat, merusak tata kelola pemerintahan, serta
mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa
korupsi dan pencucian uang merupakan masalah serius yang harus ditangani secara
menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan
transparansi dalam pengadaan, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar
praktik serupa tidak terus berulang di lingkungan pemerintahan daerah
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